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Abstrak

Baik buruknya produk layanan masyarakat yang diberikan, lebih banyak bergantung
pada sejauh mana tanggapan atau kepuasan penerima pelayanan. Kecamatan
dan juga organisasi perangkat daerah lainnya, diarahkan untuk menjadi organisasi
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengetahui
tiungkat kepuasan masyarakat yang dilayaninya, survai secara periodik melalui
suatu alat ukur yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut, pada buan Pebruari
2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengerluarkan Keputusan
Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah Kota Bandung

Kata kunci: Indeks Kepuasan Masyarakat, pelayanan publik.

Pendahuluan

Wujud yang paling nyata dari tugas, kegiatan atau fungsi yang dilaksanakan oleh
suatu sistem pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. Keseluruhan aspek
pemerintahan negara yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber
daya manusia, senantiasa mengarah kepada upaya peningkatan efisiensi dan
profesionalisme fungsi pelayanan. Tugas umum pemerintahan dan pembangunan memiliki
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pengertian yang saling memperkuat karena pelayanan kepada masyarakat dalam arti
yang seluas-luasnya merupakan hakekat dari tugas umum pemerintahan itu sendiri.
Baik buruknya produk layanan masyarakat yang diberikan, lebih banyak

bergantung pada sejuah mana tanggapan atau kepuasan penerima pelayanan. Kecamatan
dan juga organisasi perangkat daerah lainnya, diarahkan untuk menjadi organisasi yang
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengetahui tiungkat
kepuasan masyarakat yang dilayaninya, survai secara periodik melalui suatu alat ukur
yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Buan Pebruari 2004, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengerluarkan Keputusan Nomor Kep/25/M.PAN/
2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan
instansi pemerintah Kota Bandung

Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan unit penyelenggara
pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan
pelayanan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan
memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah
kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka,
sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur
negara pada semua tingkatan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/
M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah bahwa bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur
pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.
Penilaian pelayanan ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota
Bandung dalam menyusun kebijakan pada unit pelayanan, sekaligus menjadi langkah
strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Maksud dan Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana indeks kepuasan masyarakat
terhadap Unit Pelayanan instansi pemerintah Kota Bandung, dan tujuan dalam kegiatan
ini yaitu untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan dilingkungan pemerintah
Kota Bandung sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka penetapan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Sasaran kegiatan sebagai berikut :
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1

Sejauhmana Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat kondisi eksisting Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan
berhasil guna;

Diharapkan Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan mengukur IKM di Kota Bandung, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan upaya yang perlu
dilakukan.

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan publik pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung:

Dapat memacu persaingan positif, antar unit penyelenggéra pelayanan pada
lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Ruang lingkup Wilayah dan Pembahasan

Lingkup Wilayah pekerjaan meliputi unit pelayanan instansi Pemerintah Kota

Bandung, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMPPT, Kec. Batununggal,
RSUD Ujung Berung, Puskemas Pasundan dan Dispenda Kota Bandung.

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah menggunakan Survey

(penyebaran angket). Penarikan sampel yang digunakan dalam studi ini adalah dengan
mengikuti Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2004 yaitu berjumlah
minimal 150 responden, dimanan indikatornya terdiri dari :

Prosedur pelayanan;
Persyaratan Pelayanan;

Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;
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7. Keadilan mendapatkan pelayanan;
8. Kesopanan dan keramahan petugas;
9. Kewajaran biaya pelayanan;
10. Kepastian biaya pelayanan;
11. Kepastian jadwal pelayanan
12. Kenyamanan lingkungan;
13. Keamanan Pelayanan.
Dimana langkah kerjanya yaitu, pertama persiépan dimana didalamnya terdapat

pentapan pelaksana kegiatan, penyiapan bahan, penetapan responden, lokasi dan waktu
pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal, kedua pelaksanaan pengumpulan data yaitu
pengumpulan data, pengisian kuesioner.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan :

1

Hasil survey pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
berdasarkan 14 indikator pada Kepmenpan dapat dikategorikan Baik. Meskipun
dikategorikan ‘Baik’ tapi jika dilihat pada masing-masing unsur ada beberapa
indikator menurut responden kurang baik, yaitu pada indikator ketepatan jadwal
pelaksanaan pelayanan, kesesuaian biaya dan kecepatan pelayanan.

Hasil survey pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan 14 indikator
pada Kepmenpan No. 25/M/PAN/2/2004 menunjukkan katagori baik, meskipun
dikategorikan ‘Baik’ tapi jika dilihat pada masing-masing unsur ada beberapa
indikator menurut responden kurang baik, yaitu pada indikator kedisiplinan petugas.
Hasil survey pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan 14 indikator
pada Kepmenpan No. 25/M/PAN/2/2004 menunjukkan katagori baik.

Hasil survey pada Puskesmas Pasundan Kota Bandung berdasarkan 14 indikator pada
Kepmenpan No. 25/M/PAN/2/2004 menunjukkan katagori baik.

Hasil survey pada RSUD Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan 14 indikator pada
Kepmenpan No. 25/M/PAN/2/2004 menunjukkan katagori baik.

Hasil survey pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Bandung berdasarkan 14 indikator pada Kepmenpan No. 25/M/PAN/2/2004
menunjukkan bahwa katagori baik, Meskipun dikategorikan ‘Baik’ tapi jika dilihat
pada masing-masing unsur ada beberapa indikator menurut responden kurang baik,
yaitu pada indikator Kecepatan Pelayanan, kesesuaian biaya dan kecepatan
pelayanan, ketepatan jadwal pelaksanaan.
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Rekomendasi
Dengan melihat hasil survey indek kepuasan masyarakat maka perlu
direkomendasikan, yaitu :

1. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai
nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap
dipertahankan.

2. Perlu dilakukan evaluasi intern terhadap peningkatan kualitas pelayanan, karena
hasil dari setiap unsur yang di jawab oleh responden rata-rata baik dan ada juga
yang menjawab kurang baik, belum secara keseluruhan menjawab sangat baik.

3. Untuk melihat konsistensi kualitas pelayanan yang diberikan, maka diperlukan survey
secara berkala dan berkelanjutan, menurut kepmenpan no. 25/M/PAN/2/2004
diperlukan minimal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali diukur kualitas
pelayanannya.
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